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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PRAKTIK MEDIS
ILEGAL PADA KLINIK KECANTIKAN MENURUT HUKUM
KESEHATAN

NABILA AZIZAH

Praktik medis ilegal pada klinik kecantikan merupakan fenomena yang semakin
berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perawatan
estetika. Situasi ini telah menimbulkan banyak masalah hukum, khususnya
mengenai perlindungan korban yang menderita kerugian fisik, psikologis, dan
ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, dari perspektif hukum
kesehatan, bagaimana korban praktik medis ilegal di klinik bedah kosmetik
dilindungi secara hukum dan faktor-faktor apa yang menghambat atau mendorong
implementasi perlindungan ini. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan
hukum bagi korban praktik medis ilegal diatur oleh berbagai undang-undang,
termasuk Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, Undang-Undang
Profesi Medis No. 29 Tahun 2004, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
No. 8 Tahun 1999. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum: preventif dan
represif. Perlindungan preventif dijamin melalui sistem perizinan klinis, registrasi
dan sertifikasi tenaga medis, kepatuhan terhadap standar profesional dan prosedur
operasi standar (SOP), penyediaan informasi yang akurat kepada pasien
(persetujuan berdasarkan informasi), serta pengawasan dan pengendalian oleh
lembaga pemerintah dan lembaga terkait. Sementara itu, perlindungan hukum
represif dijamin setelah pelanggaran terjadi melalui tindakan administratif, perdata,
dan pidana. Para korban praktik medis ilegal, sebagai pasien, konsumen layanan
kesehatan, dan korban kejahatan, memiliki hak hukum dan oleh karena itu berhak
atas perlindungan, keadilan, informasi, dan kompensasi atas kerugian mereka.
Namun, perlindungan hukum ini tidak diterapkan secara efektif. Pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap korban praktik medis illegal masih menghadapi
berbagai hambatan, meliputi kurangnya kesadaran publik tentang hak-hak mereka,
pengawasan yang tidak memadai terhadap klinik bedah kosmetik, ketakutan
korban untuk melaporkan pengalaman mereka, dan penuntutan yang terbatas.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Korban, Praktik Medis Ilegal, Klinik
Kecantikan, Pertanggungjawaban Hukum.




ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF ILLEGAL MEDICAL
PRACTICES IN BEAUTY CLINICS ACCORDING TO HEALTH LAW

NABILAAZIZAH

lllegal medical practices in cosmetic surgery clinics are a growing phenomenon,

along with the increasing public demand for aesthetic treatmenis. This situation

has given rise to numerous legal issues, particularly regarding the protection of
victims who suffer physical, psychological, and economic losses. The purpose of
this study is 10 examine, from a health law perspective, how victims of illegal
medical practices in cosmetic surgery clinics are legally protected and what

factors hinder or encourage the implementation of this protection. The study
shows that legal protection for victims of illegal medical practices is regulated by
various laws, including Health Law No. 17 of 2023, Medical Profession Law No.

29 of 2004, and Consumer Protection Law No. 8 of 1999. There are two forms of
legal protection: preventive and repressive. Preventive protection is guaranieed
through the clinical licensing system, registration and certification of medical
personnel, adherence to professional standards and standard operating
procedures (SOPs), provision of accurate information to patients (informed
consent), and supervision and control by government agencies and related
institutions. Meanwhile, repressive legal protection is guaranteed after a violation
occurs through administrative, civil, and criminal action. Victims of illegal
medical practices, as patients, consumers of healthcare services, and victims of
crime, have legal rights and are therefore entitled to protection, justice,
information, and compensation for their losses. However, these legal protections
are not effectively implemented. The implementation of legal protection for victims
of illegal medical practices still faces various obstacles, including a lack of public
awareness of their rights, inadequate oversight of cosmetic surgery clinics,
victims' fear of reporting their experiences, and limited prosecution.

Keywords: Legal Protection, Victims, lllegal Medical Practices, Beauty Clinics,
Legal Responsibility.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kerangka hukum mengenai praktik kesehatan dan perlindungan
konsumen telah dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
bidang medis, pengaturan tersebut dapat ditemukan pada Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan.!

Konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setiap konsumen memiliki sejumlah
hak yang wajib dihormati oleh pelaku usaha. Di antaranya, Pasal 4 huruf a
memberikan jaminan rasa aman serta perlindungan diri sedangkan Pasal 4
huruf ¢ menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat
dan tepat sehubungan dengan jaminan kualitas produk dan layanan yang
diberikan.?

Sebagai pandangan yang sejalan, ajaran Islam turut menegaskan
pentingnya nilai kejujuran dan keadilan serta melarang segala bentuk

kecurangan dan perbuatan yang merugikan orang lain. Larangan tersebut

! Dinisatri Daeli, “Pertimbangan Hakim pada Putusan Bebas Malpraktik Dokter yang
Mengakibatkan = Kebutaan,” Jurnal Panah  Hukum 2, mno. 2 (2023): 19-26,
https://doi.org/10.57094/jph.v2i2.984.

2 Salina, “Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Produk Kosmetika Bercollagen
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Skripsi,
Universitas Borneo Tarakan, 2023), hlm 60. https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT14-02-
2023-091522.pdf.



tercantum dalam Al-Qur’an dan hadis, di antaranya melalui Surah An-Nisa
ayat 29, yang menegaskan agar manusia tidak mengambil harta orang lain
dengan cara yang tidak bermoral. Ayat ini mengandung makna bahwa setiap
bentuk tindakan yang dilakukan secara tidak sah, termasuk praktik-praktik
ilegal yang bertentangan dengan prinsip keadilan, merupakan perbuatan tercela
yang dilarang dalam Islam.?

Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi & 4l Sl ) il ¥ 1 585
801 3] AL I ¥) O 6585 5055 8 a6 a0 & 9 ) o8 AR & &) i 8 38 L)
yang bermakna bahwa wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
mengambil harta orang lain dengan jalan yang keji, tetapi berbisnislah dengan
suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu
sendiri, karena Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Kenyataannya, banyak kasus kosmetik dan layanan klinik kecantikan
tidak memenuhi standar mutu yang seharusnya. Produk sering dipasarkan
tanpa label atau informasi yang lengkap sebagaimana diwajibkan dalam
Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis

Produk Kosmetik.’ Contoh bahan obat dan makanan yang diawasi oleh BPOM

3 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 12 Desember 2019), QS. An-Nisa [4]: 29, diakses 16
Oktober 2025.

4 Al-Qur’an Surah An-Nisa [4]: 29.

5 Farah Andini and Zulham Zulham, “Pertanggungjawaban Dokter Kecantikan Terhadap
Konsumen Pada Informasi Produk Cream Wajah,” Journal of Education Research 4, no. 2 (2023):
706—14, https://doi.org/10.37985/jer.v4i2.259.



meliputi obat farmasi, bahan obat, narkotika, psikotropika, obat tradisional,
suplemen makanan, kosmetika, dan makanan olahan.®

Pada praktik kedokteran, dokter tidak bisa sepenuhnya menghilangkan
risiko medis, termasuk kemungkinan cacat atau kematian pasien, meskipun
tindakan telah sesuai standar profesi dan SOP. SOP dan standar profesi
menjadi pedoman yang menilai tindakan medis sekaligus memberikan
perlindungan hukum bagi dokter yang menjalankan praktik sesuai peraturan.
Sebaliknya, pengabaian terhadap standar dapat menimbulkan tanggung jawab
hukum. Penerapan standar ini memastikan keselamatan pasien sekaligus
menjaga kepastian hukum bagi tenaga medis, sejalan dengan tujuan praktik
kedokteran untuk menjaga kesehatan, mengobati penyakit, dan mengurangi
penderitaan pasien.’

Hubungan antara tenaga medis dan pasien pada dasarnya berakar pada
hubungan hukum seperti tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasien
membutuhkan tenaga medis untuk memperoleh layanan kesehatan, sementara
tenaga medis memerlukan pasien baik sebagai penerima jasa maupun sarana
untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Interaksi medis bukan hanya
hubungan pelayanan, tetapi juga hubungan hukum yang memiliki konsekuensi

dan tanggung jawab.®

6 “Badan Pengawas Obat dan Makanan,” Wikipedia Bahasa Indonesia, n.d., diakses 16
Oktober 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas Obat dan_Makanan

7 Samuel Nainggolan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan
Praktek Medis Menyebabkan Pasien Meninggal Dunia,” Realism: Law Review 1, no. 1 (2023): 1—
18, https://doi.org/10.71250/rlr.v1i1.7.

8 Rinneke Sara et al., “Tinjauan Hukum Kasus Ria Klinik Kecantikan Derma Roller Yang
Tidak Berizin Edar Di Jakarta,” Jurnal Hukum Indonesia 4, no. 1 (January 28, 2025): 22841,
https://doi.org/10.58344/jhi.v4il.1627.
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Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat judul
penelitian ” Perlindungan Hukum Terhadap Korban Praktik Medis Ilegal Pada
Klinik Kecantikan Menurut Hukum Kesehatan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban praktik medis illegal
pada klinik kecantikan menurut hukum kesehatan?

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan
perlindungan hukum korban praktik medis illegal pada klinik kecantikan
menurut hukum kesehatan?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan konsisten dari permasalahan, serta fokus ke batasan
permasalahan dalam penelitian ini, sesuai dengan penulisan yaitu Perlindungan
Hukum Terhadap Korban Praktik Medis Ilegal Pada Klinik Kecantikan Menurut
Hukum Kesehatan, dengan mempertimbangkan hukum kesehatan dan
ketentuan yang diterapkan. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah:

Mengkaji dasar hukum yang mengatur standar pelayanan kesehatan,

izin praktik tenaga medis, perizinan klinik, serta larangan praktik medis ilegal
berdasarkan :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

c. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait perizinan klinik

kecantikan dan tenaga medis; serta

d. Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan

pelayanan kesehatan.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi jenis perlindungan hukum
terhadap korban praktik medis ilegal pada klinik kecantikan
berdasarkan perspektif hukum kesehatan; dan
b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat maupun
pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban
praktik medis ilegal di klinik kecantikan.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat teoritis
Berkontribusi pada pengembangan pengetahuan hukum, terutama
hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen, melalui
analisis mengenai bentuk serta mekanisme perlindungan hukum
terhadap korban praktik medis ilegal pada klinik kecantikan.
b. Manfaat Praktis
Memberikan informasi kepada pemerintah, lembaga penegak hukum
dan lembaga pengawas dalam upaya perumusan kebijakan serta
penguatan pengawasan terhadap praktik medis illegal di bidang
kecantikan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitan ini adalah



1. Perlindungan hukum adalah sarana untuk melindungi hak kemanusiaan
dari pelanggaran. yang mungkin menderita kerugian akibat pihak lain.
Dalam konteks negara hukum, keberadaan hak asasi manusia
merupakan elemen yang terkait satu sama lain untuk menjamin
keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap martabat manusia.’
Perlindungan hukum melindungi martabat manusia dan mengakui hak
asasi manusia subjek hukum berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam ranah konsumen, perlindungan hukum ini
berfungsi untuk memastikan hak-hak pelanggan tidak terganggu atau
dirugikan oleh pihak lain.'

2. Korban adalah orang yang menderita kerugian fisik maupun psikologis
sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertujuan untuk
memperjuangkan kepentingan pribadi dan bertentangan dengan hak
asasi manusia. Meskipun pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman pidana,
korban yang merasa dirugikan tetap berhak memperoleh keadilan,

misalnya melalui pemberian kompensasi.!!

® Muhammad Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhammad Abas, Didik
Suhariyanto, Agus Bambang Nugraha, Firman Yudhanegara, Mujibur Rohman, Hani Sholihah,
Rafi’i, Irsyad Dhahri, Abdul Kahar Maranjaya, Dendi Yuda S., dan Dedi Mulyadi, Hukum & Hak
Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan dalam Bingkai Konstitusi Bernegara
(Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, cet. 1, Agustus 2023), 5.

10 Fitri Lestari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi
Seksual Komersial Di Wilayah Hukum Bantul” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
2017), https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15072/f. BAB IL.pdf.

11 Perlindungan Hukum et al., “Herlyanty Bawole. Perlindungan Hukum Bagi Korban
Dalam Sistem Peradilan Pidana” 3, no. 3 (2021): 9,
https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v913.36433.



3. Praktik medis merupakan kegiatan profesional kesehatan, seperti dokter
dan perawat, dalam memberikan pelayanan berupa diagnosis,
pengobatan, pencegahan penyakit, rehabilitasi, serta edukasi kesehatan
berdasarkan ilmu kedokteran dan kode etik profesi. Namun, dalam
pelaksanaannya masih sering terjadi pelanggaran standar profesi dan
etika, seperti malpraktik, penerimaan suap, penolakan pelayanan karena
diskriminasi, atau penyalahgunaan wewenang demi kepentingan
pribadi.'?

4. Istilah illegal memiliki makna sebagai suatu perbuatan yang ilegal
dilarang, atau melanggar peraturan yang berlaku dengan bertentangan
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan yang bersifat ilegal
tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pelakunya sendiri, tetapi juga
dapat merugikan pihak lain serta masyarakat secara umum. Perbuatan
ilegal tergolong sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi
mengganggu berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek kesehatan,
ekonomi, keamanan, maupun ketertiban sosial.'?

5. Klinik kecantikan menawarkan perawatan kulit dan kecantikan
profesional, seperti peremajaan kulit, pemutihan wajah, dan perawatan

berbagai masalah kulit, kuku, dan rambut. Orang-orang mengunjungi

12 Gunawan Widjaja and Hotmaria Hertawaty Sijabat, “Etika Profesi Dan Perlindungan
Hukum: Studi Pada Praktik Medis Di Indonesia,” JK: Jurnal Kesehatan 3, no. 5 (2025): 273-83.

13 Ni Putu Gita Padmayani, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari Ujianti,
“Perlindungan Hukum terhadap Konsumen bagi Pengguna Kosmetik Ilegal yang Diiiklankan
Influencer di Media Sosial,” Jurnal Preferensi Hukum 3, no. 2 (Mei 2022): 312-317,
https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4936.312-317


https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4936.312-317

salon kebugaran, spa, dan klinik kecantikan untuk memperbaiki
penampilan mereka.'*

Hukum kesehatan merupakan cabang hukum yang mengatur seluruh
aspek pelayanan medis, mencakup hak dan kewajiban tenaga kesehatan,
pasien, serta lembaga pelayanan. Bidang ini tidak hanya pada hukum
administrasi, pidana dan perdata saja, tetapi juga menekankan etika
profesi dan tanggung jawab moral dalam praktik kedokteran. Tujuannya
adalah menjamin mutu pelayanan, memberikan perlindungan hukum
bagi semua pihak, serta menjaga dan memastikan hak, tugas dan
tanggung jawab dalam sistem kesehatan. Cakupannya meliputi
hubungan hukum antara dokter dan orang yang dirawat berdasarkan
kontrak perawatan, pengelolaan rekam medis, hingga penyelesaian

sengketa medis baik melalui jalur hukum maupun organisasi profesi.!?

4 Nur Wulan Rahmawati, “Kepercayaan Konsumen Dengan Kepuasan Konsumen Klinik

Kecantikan,”

Psikoborneo:  Jurnal  Ilmiah  Psikologi 9, mno. 3 (2021): 472,

https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i3.6456.
15 Rospita Adelina Siregar, Hukum Kesehatan (Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2023)

hlm 6.



F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan
Tabel 1. 1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No Judul Penelitian / Tahun Hasil Penelitian

Nama Peneliti

Pertanggungjawaban pidana Menurut Penelitian, pasien klinik
1. 2024

terhadap pelaku malpraktik
Pada  klintk  kecantikan
ditinjau dari undang-undang
nomor 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan

Ikawati Mei Dyan, Sumarlin
Enny, dan Harmoko,

Jurnal 1US, Vol. XII No. 01,
Maret 2024.

kosmetik membutuhkan
perlindungan hukum jika mereka
konsumen,

dirugikan.  Sebagai

pasien seharusnya  memiliki
kedudukan hukum untuk menuntut
klinik kecantikan jika mereka

dirugikan. Pasal 190 ayat (1) UU

Kesehatan mengatur

juga

ketentuan hukum pidana

mengenai malpraktik medis di
klinik kecantikan. Pasien yang
mengalami malapraktik di klinik
kosmetik memiliki dua pilihan:

tindakan hukum atau penyelesaian

di luar pengadilan. '®

16 Dyan Mei Ikawati, Enny Sumarlin, and Harmoko, ‘“Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Pelaku Malpraktik Pada Klinik Kecantikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan,”
https://doi.org/10.51747/ius.v12i01.1954.

Jurnal

1US

12, no. 1 (2024): 81-89,
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Klinik  Kecantikan  Yang
Menimbulkan Kerugian Pada

Pasien Korban Malpraktik

Shafira Nadia dan

Simatupang Nursariani,
Jurnal Equity, Vol. 2 No. 2,
2023.

Perlindungan Hukum Untuk benar-benar melindungi hak-
.. 12024
Terhadap Konsumen Klinik hak konsumen, diperlukan
Kecantikan
pengawasan yang lebih baik,
Christasya Beatrice, Turangan penegakan hukum yang lebih ketat,
Doerien Doortje, dan dan pendidikan konsumen. Sesuai
Ngantung Cevonie Marietje,
Jurnal Lex Privatum, Vol. 14 yang ftelah dinyatakan untuk
No. 1, 2024. mewujudkan derajat  keschatan
yang setinggi-tingginya,
berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf C
Undang-Undang No. 17 Tahun
2023, setiap orang  berhak
memperoleh pelayanan kesehatan
yang aman, bermutu, dan
terjangkau. 7
Pertanggungjawaban Hukum Jika malpraktik medis
2023

mengakibatkan cedera pada pasien,
gugatan hukum dapat diajukan atas
dasar pelanggaran kontrak.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999,

17 Beatrice Christasya, Doortje Doerien Turangan, and Cevonie Marietje Ngantung,
“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan,” Lex Privatum 14, no. 1 (2024): 1-
13, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/3837.
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perusahaan berkewajiban
mengganti kerugian  kepada
pembeli atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian
yang disebabkan oleh barang dan
jasa  yang dijualnya. Klinik
kecantikan wajib memberikan ganti
rugi kepada pelanggannya atas
kerugian yang disebabkan oleh
kelalaian. Pasal 19 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen dan Pasal
58 Undang-Undang Kesehatan
mengatur bagaimana pelaku usaha
harus memberikan kompensasi

kepada konsumen atas kerugian ini.

18

Berdasarkan tabel diatas, ada beberapa hal yang membedakan penelitian
saya dengan penelitian terdahulu antara lain:
1. Pada penelitian pertama yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana

terhadap Pelaku Malpraktik pada Klinik Kecantikan Ditinjau dari

18N Shafira and N Simatupang, “Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang
Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik,” EduYustisia : Jurnal Edukasi Hukum 2,
no. 2 (2023): 7-12, https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/18092.
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.!
Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, meneliti
pertanggungjawaban pidana orang yang bertanggung jawab atas
malapraktik medis di klinik kecantikan. Sementara itu, penelitian ini
berfokus pada perlindungan terhadap korban praktik medis illegal di
klinik kecantikan dari sudut pandang hukum Kesehatan.

2. Pada penelitian yang kedua berjudul Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Klinik Kecantikan.? Hak konsumen klinik kecantikan
memerlukan pemantauan dan penegakan hukum yang lebih baik.
sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada
investigasi hukum terhadap perlindungan korban praktik medis ilegal
di klinik kecantikan, khususnya dalam menilai efektivitas penerapan
hukum kesehatan serta tanggung jawab hukum tenaga medis yang
tidak berizin.

3. Pada penelitian yang ketiga berjudul Pertanggungjawaban Hukum
Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban

Malpraktik tahun 2023.2! Penelitian Nadia Shafira dan Nursariani

% Dyan Mei Ikawati, Enny Sumarlin, and Harmoko, “Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Pelaku Malpraktik Pada Klinik Kecantikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” Jurnal [IUS 12, mno. 1 (2024): 81-89,
https://doi.org/10.51747/ius.v12i01.1954.

20 Beatrice Christasya, Doortje Doerien Turangan, and Cevonie Marietje Ngantung,
“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan,” Lex Privatum 14, no. 1 (2024): 1-
13, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/3837.

2l N Shafira and N Simatupang, “Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang
Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik,” EduYustisia : Jurnal Edukasi Hukum 2,
no. 2 (2023): 7-12, https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/18092.
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Simatupang membahas tanggung jawab hukum klinik kecantikan
terhadap pasien yang dirugikan akibat malpraktik. Sementara itu,
penelitian saya berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku
malpraktik di klinik kecantikan dengan penekanan pada analisis unsur
tindak pidana, bentuk sanksi hukum, serta penerapan ketentuan dalam
Undang-Undang Kesehatan terhadap pelaku praktik medis yang tidak
memiliki izin.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode yang digunakan dalam artikel ini bersifat normatif, dan sifat

data yang digunakan sangat bergantung pada bagaimana data tersebut

diproses dan dianalisis. Penelitian hukum normatif hanya menggunakan

data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,

pemrosesan dan analisis bahan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari

berbagai interpretasi yang lazim dalam bidang studi hukum.?

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder.
Data sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi
dasar utama dalam penelitian ini, meliputi:
a. Bahan Hukum Primer
1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

22 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. Metodologi Riset Hukum (Palur
Wetan, Indonesia: Oase Pustaka, 2020), hlm 36.
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang membantu dalam penemuan atau penjelasan yaitu
bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup kamus
hukum, ensiklopedia hukum, indeks, abstrak, serta repositori ilmiah
yang membantu peneliti dalam menelusuri dan memahami berbagai
sumber hukum terkait.?
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yaitu sumber hukum yang membantu dalam
penemuan atau penjelasan sumber hukum primer dan sekunder. Bahan
ini mencakup pedoman hukum, indeks, abstrak, serta repositori ilmiah
yang membantu peneliti dalam menelusuri dan memahami berbagai
sumber hukum terkait.?*
3. Metode Pengumpulan Data
Agar diperoleh data yang komprehensif pada penelitian ini, tinjauan
pustaka atau penelitian kepustakaan dipilih sebagai metode

pengumpulan data. Penelitian kepustakaan melibatkan pengumpulan

data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan dokumen, tanpa

2 Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik
Khas Dari Metode Meneliti Hukum” 8, no. 1 (2014): 15-35,
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.

24 Willa Wahyuni, Artikel: “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir,”
diterbitkan tanggal 22 Desember 2022, diakses pada https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-
penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-1t63a46376c6f72 tanggal 16 Oktober 2025, pukul
21.51 WIB
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melibatkan kegiatan penelitian secara langsung di lapangan. Karena
informasi yang dikumpulkan, penelitian ini bersifat kualitatif yang
mengandung tulisan atau ucapan yang dianalisis untuk memperoleh
pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sesuai dengan
konteksnya.?
4. Analisis Data
Analisis data yang diterapkan yaitu menggunakan pendekatan
yuridis normatif dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Metode ini
dipilih karena penelitian difokuskan untuk mengkaji dan memahami
fenomena hukum yang bersifat normatif maupun empiris terkait praktik
medis ilegal pada klinik kecantikan. Analisis kualitatif bertujuan untuk
mengidentifikasi, menguraikan, dan memahami hukum yang mengatur
praktik medis dan perlindungan hukum bagi korban.?¢

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman tesis ini, penulis
membagi setiap pembahasan ke dalam empat bab, yang masing-masing bab
dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran awal penelitian. Ini mencakup

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta ruang

lingkup, metode, dan gaya penulisannya.

25 Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis,
Teoretis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian, ed. revisi (Batu: Literasi Nusantara, 2020), hlm 3.

% Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:
Banyumedia, 2020 hlm 36.
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BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini, penulis menyajikan analisis literatur, tentang tinjauan umum
mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai korban praktik
medis ilegal, dan tinjauan umum mengenai hukum kesehatan.

BAB II1 PEMBAHASAN
Pada bab ini, penulis akan membahas tentang bagaimanakah mekanisme
perlindungan hukum terhadap korban praktik medis ilegal pada klinik
kecantikan menurut hukum kesehatan, serta apa saja faktor penghambat dan
pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban
praktik medis ilegal pada klinik kecantikan menurut hukum kesehatan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.
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